PRESIDEN
REFUBLIK INDOMNESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1983
TENTANG
PENATAAN DAN PENINGKATAN PEMBINAAN PENY ELENGGARAAN
CATATAN SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, pemberian kepastian
hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan dan
kesatuan bangsa maka penyelenggaraan catatan sipil perlu lebih ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Presiden
tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Mengingat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Saatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah;

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatsblad Taun 1919 Nomor 81

tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghog;

4., Saatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564
tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia;

5. Saatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Saatsblad Tahun 1936 Nomor 607
tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura, dan
Minahasg;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
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10. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981
tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAAN
DAN PENINGKATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN CATATAN
SIPIL.

BAB |
KEWENANGAN

Pasal 1

(1) Menteri Dalam Negeri secara fungasional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
penyelenggaraan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah:

a. menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian,
Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta
Pengakuan dan Pengesahan Anak;

b. melakukan penyuluhan dan pengembangan ke-giatan catatan Sipil;

c. penyediaan bahan dalam rangka perumusan  kebijaksanaan  dibidang
kependudukan/kewarganegaraan.

Pasal 2

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Keputusan Presiden ini, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas :

a  menetapkan perumusan kebijaksanaan di bidang catatan sipil;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan catatan sipil;

c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan catatan sipil dengan Departemen dan
Lembaga Pemerintah non Departemen yang ada kaitannya.

BAB |1
ORGANISASI

Pasal 3
Pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat penyelenggara catatan sipil ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.
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BAB 111
PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL

Pasal 4

Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan sipil.
Penyelenggaraan catatan sipil dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat 1l selaku Kepala Wilayah.

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1l dalam penyelenggaraan catatan sipil
dapat menunjuk Camat selaku Pegawal Pencatatan Sipil di Wilayah Kecamatan.

Perangkat penyelenggara catatan sipil adalah perangkat wilayah.

Pasal 5

Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab

dibidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden

ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11,

kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala

Daerah Khusus I bukota Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kantor Catatan

Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;

penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian,

Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;

g. penyediaan bahan dalam rangka perumusan  kebijaksanaan  dibidang
kependudukan/kewarganegaraan;
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BAB IV
KEUANGAN

Pasal 6

Menteri Dalam Negeri menetapkan besarnya biaya catatan sipil setelah memperhatikan
pendapat Menteri Keuangan.

Biaya catatan sipil disetorkan ke Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan catatan sipil dibebankan kepada
Anggaran Departemen Dalam Negeri.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini yang bersifat teknis yuridis ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Kehakiman.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 25 Pebruari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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